
  
 
 

 

 
E-ISSN: 2775-619X                                        TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 11 (2022): 1103-1119  

 

1103 
 

 
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional 

 
Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti 
 
Gunawan Tamher 1, Ronald Saija2, Muchtar Anshary Hamid Labetubun3 

  
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. 
 : gunawantamher842@gmail.com 

 : xxxxxxxxxxxxxxxx 
   

Info Artikel  Abstract 
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 Introduction: Informend Consent is an agreement that is given after receiving 
information. Approval of action to be taken by the doctor must be done without 
any element of coercion. 
Purposes of the Research: The purpose of this paper is to determine the use of 
Informend Consent as evidence in civil disputes and the factors that influence it. 
Methods of the Research: The research method used is normative juridical, the 
approach used in this research is the statutory approach, conceptual approach 
and case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, 
secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials 
carried out in this research is through a literature study, then analyzed using 
qualitative methods. 
Results of the Research: The use of medical approval as evidence of decision 
Number 114/Pdt.G/2020/PN Bjm was not carried out thoroughly so that it 
resulted in material and immaterial losses. Factors that influence the use of 
medical consent as evidence include; lack of patient knowledge, answering 
patient doubts, confirming procedures in laws and regulations, proving doctors 
in the feasibility of doing something related to medical work. 

  Abstrak 
 
Kata Kunci: 

Persetujuan Medis; Alat 
Bukti; Dokter dan Pasien. 

 Latar Belakang: Persetujuan tindakan medis merupakan suatu 
persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Persetujuan 
tindakan yang akan dilakukan oleh dokter harus dilakukan tanpa 
adanya unsur pemaksaan 
Tujuan Penelitian: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 
penggunaan Informend Consent sebagai alat bukti dalam sengketa perdata 
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan 
pendekata kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang diakukan dalam penelitian ini yaitu 
melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
metode kualitatif. 
Hasil Penelitian: Penggunaan persetujuan medis sebagai alat bukti 
putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bjm tidak dilakukan secara 
menyeluruh sehingga memberikan kerugian baik materil maupun 
immaterial. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan persetujuan 
medis sebagai alat bukti antara lain; minimnya pengetahuan pasien, 
menjawab keraguan pasien, mempertegas prosedur dalam peraturan 
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perundang-undang, pembuktian dokter dalam kelayakan melakukan 
sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kedokteran. 

   

 
1. Pendahuluan 

Dewasa iini ipersoalan idalam idunia ikesehatan imenjadi isuatu ihal iyang ipatut 
dilihat secara ibersama, imaraknya iindikasi imalpraktik idi iIndonesia imembuat ipsikologi 
masyarakat mulai iberkurang/tidak percaya ilagi ipada ipelayanan kesehatan di Indonesia. 
Perlu diketahui bersama imalpraktik iadalah ikesalahan iatau ikelalaian iyang dilakukan 
ioleh itenaga ikesehatan dalam imelaksanakan iprofesinya iyang itidak isesuai dengan 
istandar iprofesi idan istandar prosedur ioperasional, iakibat ikesalahan iatau kelalaian 
itersebut ipasien imenderita iluka iberat, cacat ibahkan imeninggal idunia. Terkhususnya 
idalam iproses iHukum iPerdata, iproses penyelesaian imelalui iprosedur Hukum iacara 
iperdata iuntuk memberikan keadilan bagi seluruh ipihak. Menurut wirjono iprodjodikoro, 
ihukum acara iperdata iadalah irangkaian peraturan-peraturan yang imemuat icara 
ibagaimana iorang iharus ibertindak idan iberacara idi muka pengadilan idan icara 
ibagaimana ipengadilan iitu iharus ibertindak, isatu isama ilain untuk melaksanakan 
iberjalannya iperaturan-peraturan ihukum iPerdata.1 

Dinamika ipembangunan idibidang ikesehatan idi iera iglobalisasi isaat iini, idiakui 
memang itidaklah imudah ikarena ibanyak idipengaruhi ioleh iberbagai ifaktor iyang dapat 
merubah itatanan inilai-nilai iyang iselama iini ihendak idipelihara idan iterus idijaga, 
dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan 
orientasi, ibaik dalam itata inilai imaupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan 
imasalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi ifaktor-faktor ipolitik, ekonomi, isosial, 
ibudaya, ipertahanan idan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan 
orientasi tersebut akan mempengaruhi iproses ipenyelenggaraan pembangunan 
kesehatan 2 . Hubungan iantara idokter idengan ipasien (penderita) imenurut hukum 
merupakan suatu hubungan perjanjian berusaha i(Inspanningsverbintenis), iartinya idokter 
iakan berusaha sebaik imungkin idalam imemberi ijasa ipengobatan ikepada ipasien, itetapi 
dokter itidak menjamin iakan iselalu iberhasil idalam imemberikan ijasa ipengobatan.3 

Aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan dan 
pasien dapat dilihat dalam suatu transaksi terapeutik yang dibuat oleh kedua belah pihak.4 
Hubungan iantara dokter idan ipasien iterjadi itransaksi iterapeutik, iartinya imasing-
masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dokter berkewajiban memberikan 
pelayanan medis iyang isebaik-baiknya bagi pasien. Pelayanan imedis iini idapat iberupa 
penegakan diagnosis dengan benar sesuai dengan prosedur, pemberian iterapi, melakukan 

                                                           
1 Ronald Saija and Roger F. X. V. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), h. 

1. 
2 Arman Anwar, “Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan,” SASI 23, no. 2 (2018): 149–

60. 
3 R. Soeraryo Darsono, “Etika Hukum Kesehatan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)” (Semarang, 

2004),. h. 69. 
4 Muchtar Anshary Hamid Labetubun, “Aspek Hukum Perdata Dalam Kesehatan,” in Etika Profesi & 

Aspek Hukum Bidang Kesehatan (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 180–211. 

http://u.lipi.go.id/1614499091


  
 
 

 

 
E-ISSN: 2775-619X                                        TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 11 (2022): 1103-1119  

 

1105 
 

tindakan imedik isesuai istandar ipelayanan imedik, serta imemberikan tindakan iwajar 
iyang imemang idiperlukan iuntuk ikesembuhan ipasiennya.5 Adanya upaya imaksimal 
iyang idilakukan idokter iini iadalah ibertujuan iagar ipasien itersebut dapat imemperoleh 
hak yang diharapkannya dari transaksi, yaitu kesembuhan ataupun pemulihan 
ikesehatannya.6 

Untuk menghindari ketidakpuasan pasien, dokter seyogyanya memberikan 
penjelasan (informed iConsent) iyang iselengkap-lengkapnya itentang ipenyakit ipasien idan 
ikemungkinan-kemungkinan irisiko iyang iterjadi iyang iakan idialami ipasien iselama 
iprosedur ipengobatan berlangsung. iDi isamping iupaya imaksimal iyang idilakukannya 
iyang iharus isesuai idengan standar iprofesi imedis idalam ibidang ikeahliannya. Informed 
iConsent iteridiri idari idua ikata yaitu i“informed” iyang iberarti iinformasi iatau 
iketerangan idan i“Consent” iyang iberarti persetujuan iatau imemberi iizin, jadi ipengertian 
iInformed iConsent iadalah isuatu ipersetujuan yang idiberikan isetelah imendapat 
iinformasi, idengan idemikian iInformed iConsent idapat idi definisikan isebagai ipernyataan 
ipasien iatau iyang isah imewakilinya iyang iisinya iberupa persetujuan iatas irencana 
itindakan ikedokteran iyang idiajukan ioleh idokter isetelah imenerima informasi iyang 
icukup iuntuk idapat imembuat ipersetujuan iatau ipenolakan. Persetujuan tindakan iyang 
iakan idilakukan ioleh iDokter iharus idilakukan itanpa iadanya iunsur pemaksaan. 

Perlu idiketahui ibersama iPerjanjian iadalah isumber iperikatan, idi isamping 
isumber-sumber ilain. Suatu iperjanjian ijuga idinamakan ipersetujuan, ikarena idua ipihak 
iitu isetuju untuk imelakukan isesuatu. Mengenai iperjanjian, idisebutkan idalam iPasal 
i1233 iKUHPerdata bahwa iperikatan/perjanjian ilahir ikarena isuatu ipersetujuan iatau 
ikarena iundang-undang sedangkan iDefinisi ipersetujuan idapat ikita itemui idalam iPasal 
i1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa isuatu ipersetujuan iadalah isuatu iperbuatan 
idi imana isatu iorang iatau lebih imengikatkan idiri iterhadap isatu iorang ilain iatau ilebih. 

Persetujuan itindakan iKedokteran itelah idiatur idalam iPasal i45 iUndang i-Undang 
No. 29 itahun i2004 itentang ipraktek iKedokteran. Sebagaimana idinyatakan isetiap 
tindakan kedokteran iatau ikedokteran igigi iyang iakan idilakukan ioleh idokter iatau 
dokter igigi terhadap ipasien iharus imendapat ipersetujuan. Persetujuan isebagaimana 
dimaksud idiberikan setelah ipasien imendapat ipenjelasan isecara ilengkap, isekurang 
kurangnya imencakup: diagnosis idan itata icara itindakan imedis, itujuan itindakan imedis 
yang idilakukan, ialternatif tindakan ilain idan irisikonya, risiko idan ikomplikasi iyang 
mungkin iterjadi, idan iprognosis terhadap itindakan iyang idilakukan. Persetujuan 
tersebut idapat idiberikan ibaik isecara itertulis maupun ilisan. Disebutkan ididalamnya 
bahwa isetiap itindakan ikedokteran iatau ikedokteran gigi iyang imengandung irisiko 
tinggi iharus idiberikan idengan ipersetujuan itertulis iyang ditandatangani ioleh iyang 
berhak imemberikan ipersetujuan. i 

Tujuan idari iInformed iConsent iini isendiri iadalah:7 

                                                           
5 M. Jusuf Hanafiah and Amri Amir, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan (Jakarta: EGC, 1999). 
6 Anny Isfandyarie, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana (Jakarta: Presasti Pustaka, 

2005), h. 28-29. 
7 Sofwan Dahlan, “Informed Constent” (Surakarta, 2005). 
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1) Bagi pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medik yang mengandung 
iresiko iatau iakibat iikutan iyang ibakal itidak imenyenangkan ipasien. 

2) Bagi dokter adalah sebagai sarana untuk memper oleh legitimasi (pengesahan) atas 
itindakan imedik iyang iakan idilakukan. 

Masalah iyang iterjadi isaat iini iadalah imengenai ipersoalan ilegalitas iinformed 
iConsent dalam imelakukan isebuah ipembuktian iyang iberindikasi ikelalaian iyang 
idilakukan ioleh dokter idimana ikadangkala idalam ibeberapa ihal iinformed iConsent itidak 
imenjadi irujukan yang mutlak idikarenakan ibeberapa ihal ipertimbangan imedis iyang 
isangat imerugikan ipasien. i 

Contoh ikasus iPada iPutusan iNomor 114/Pdt.G/2020/PN Bjmiantara Lia Lutfia, 
bertempat tinggal di Jalan Griya Hamparan Blok B1 No.38 Handil Bakti Batola, Handil 
Bakti, Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa 
kepada Akhmad Perdana Alamsyah, S.H,Dkk. Advokat yang berkantor di Jalan 
Perdagangan Komplek HKSN Permai Blok 6A, RT.27 No.258 RW.02 Banjarmasin Utara 
Banjarmasin Kalimantan Selatan melawan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, 
Tergugat I; Dr. M. Deyanta Hafidz Iraqi, Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi I; Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan, Turut Tergugat I; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
cq Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Turut Tergugat II;  

Berdasarkan ifakta-fakta ihukum ppada penyelesaian kasus diatas dapat dilihat, 
perbuatan Tergugat yang melakukan tindakan untuk mengirimkan pasien kedalam 
ruangan isolasi pasien covid-19 padahal pasien bukan merupakan pasien covid-19 serta 
Tergugat I mengancam keluarga pasien untuk menandatangani surat persetujuan adalah 
bertentangan dengan hukum, selain itu akibat daripada perbuatan tersebut, jadwal pasien 
untuk melakukan cuci darah selama seminggu sekali tidak dilaksanakan sehingga 
membuat pasien meninggal dan diperkuat dengan turunnya HB pasien dan itidak iadanya 
pertanggungjawaban Tergugat I iatas ikerugian iyang itelah ididerita iPenggugat.  

Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penulisan ini yang akan dikaji adalah 
terkait Penggunaan iPersetujuan iMedis iSebagai iAlat iBukti ipada iPengadilan dan Faktor-
Faktor iyang mempengaruhi iPenggunaan iPersetujuan iMedis iSebagai iAlat iBukti 
(Putusan iNomor i114/Pdt.G/2020/PN Bjm), serta adapun tujuan daripada penulisan ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai iPenggunaan iPersetujuan iMedis 

Sebagai iAlat iBukti ipada iPengadilan dan Faktor-Faktor iyang imempengaruhi 
Penggunaan iPersetujuan iMedis iSebagai iAlat iBukti (Putusan iNomor 
114/Pdt.G/2020/PN Bjm). 
 

2.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual dan pendekata kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum 
yang diakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan metode kualitatif. 
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3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Persetujuan Medis sebagai Alat Bukti pada Pengadilan 

Kaidah hukum iyang iditentukan iitu, isetiap iorang idiharuskan iuntuk bertingkah 
laku isedemikian irupa, isehingga ikepentingan ianggota imasyrakat ilainnya iakan terjaga 
dan idilindungi idan iapabila ikaidah ihukum itersebut idilanggar, imaka ikepada iyang 
bersangkutan iakan idikenakan isanksi iatau ihukuman. Perlu iditegaskan, ibahwa iyang 
dimaksud idengan ikepentingan iadalah ihak-hak idan ikewajiban-kewajiban iperdata, 
yang diatur idalam iHukum iPerdata imateriil. Sebagai ilawan iHukum iPerdata imateriil 
adalah Hukum iPerdata iformil. 

Pembuktian iadalah ihal iyang isangat ipenting idalam iproses iperadilan iperdata idi 
Indonesia. Hal iini idikarenakan ipembuktian imerupakan isuatu iagenda idimana ipara 
pihak memberikan ikekuatan ke dalam idalil-dalil iyang iia itelah iutarakan. Hal iini seturut 
dengan ketentuan iPasal i163 iHIR iyang imenentukan ibahwa: “Barangsiapa imenyatakan 
mempunyai ihak iatas isuatu ibarang, iatau imenunjuk isuatu peristiwa iuntuk 
meneguhkan ihaknya, iataupun imenyangkal ihak iorang ilain, imaka orang iitu iharus 
membuktikannya”. 

Kaitannya idengan ipembuktian itersebut, imaka ipembuktian idi idalam iperkara 
iperdata para ipihak iharus imembuktikan ikebenaran idalilnya, karena idi idalam ihukum 
iacara iperdata, kebenaran iyang idicari iadalah ikebenaran iyang ibersifat iformal iartinya 
ibahwa ihakim itidak boleh imelampaui ibatas-batas iyang idiajukan ioleh ipihak-pihak 
iyang ibeperkara, ihal iini dikarenakan iPasal i178 iayat i(3) iHIR imelarang ihakim iuntuk 
imenjatuhkan iputusan iatas perkara iyang itidak idituntut, iatau iakan imengabulkan 
ilebih idari iyang idituntut. 

Menurut iSubekti ipengertian ialat ibukti iadalah iseperti iberikut: “Bukti iadalah 
sesuatu untuk imeyakinkan iakan ikebenaran isuatu idalil iatau ipendirian. Alat ibukti, ialat 
pembuktian, upaya ipembuktian iadalah ialat iyang idipergunakan iuntuk imembuktikan 
dalil-dalil isuatu pihak idi ipengadilan, imisalnya: ibukti itulisan, ikesaksian, ipersangkaan, 
sumpah idan ilain-lain”.8 Selain iitu imenurut iSudikno iMertokusumo ialat ibukti memiliki 
perbedaan isatu dengan iyang ilain, iyaitu iyang imengatakan ibahwa: iAlat ibukti idapat 
bersifat ioral, documentary, iatau imaterial. Alat ibukti iyang ibersifat ioral, imerupakan 
kata-kata iyang diucapkan ioleh iseseorang idalam ipersidangan. Alat ibukti iyang ibersifat 
documentary, meliputi ialat ibukti isurat iatau ialat ibukti itertulis. Alat ibukti iyang bersifat 
material, imeliputi alat ibukti iberupa ibarang iselain idokumen.9 

Menurut iPasal i1866 iKUHPerdata, iPasal i164 iHIR/284 iRBg idikenal i5 ialat ibukti 
yang dianggap isah idi idalam isistem iperadilan iperdata idi iIndonesia, iyaitu:  1. Surat 2. 
Saksi i3. Pengakuan i4. Persangkaan i5. Sumpah. Terkait idengan alat bukti di atas, maka 
ialat ibukti surat adalah ialat ibukti iyang ipaling iutama ibagi ihakim. Hal iini dikarenakan 
ialat ibukti surat merupakan ialat ibukti yang dapat idigunakan ihakim dalam memperoleh 
kebenaran formal di idalam isuatu isengketa iperdata. Menurut Sudikono iMertokusumo 
ialat ibukti isurat iatau alat ibukti itulisan iialah isebagai iberikut: Segala isesuatu iyang 

                                                           
8 Subekti, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 17. 
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 120. 
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imemuat tanda-tanda ibaca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan 
buah pikiran seseorang idan dipergunakan isebagai ipembuktian. Segala isesuatu iyang 
itidak imemuat itandatanda ibaca, atau imeskipun imemuat itanda tanda ibaca, itetapi 
itidak imengandung ibuah ipikiran, itidaklah termasuk idalam pengertian ialat ibukti isurat 
iatau ialat ibukti itulisan. 

1. Surat i 

Di idalam iHIR/RBG itidak idimuat itentang ipengertian isesuatu idikatakan isebagai 
alat bukti isurat, karena iitu iuntuk imenemukan ipengertian ialat ibukti isurat, idipakailah 
doktrin iatau ipendapat ipara iahli ihukum. Menurut iSudikno iMertokusumo, iyang 
dimaksud idengan isurat iadalah isesuatu iyang memuat itanda iyang idapat idibaca idan 
menyatakan isuatu ibuah ipikiran idimana ibuah pikiran itersebut ibisa idipakai isebagai 
pembuktian. Alat ibukti isurat iini iada idua ijenis: i1. Akta; idan i2. Surat ibukan iakta. i 

a) Akta iadalah isurat iyang isengaja isejak iawal idibuat iuntuk ipembuktian, iakta 
iada idua,  
1) Akta iautentik idan iakta idibawah itangan. Menurut ipasal i1868 iBW iAkta 

autentik iadalah isuatu iakta iyang ibentuknya iditentukan ioleh iundang-
undang dibuat ioleh iatau idihadapan ipegawai-pegawai iumum iyang 
berkuasa iditempat dimana iakta idibuat. Pegawai-pegawai iumum iitu 
seperti: inotaris, ipolisi idan hakim. i 

2) Akta idibawah itangan iAkta idibawah itangan iadalah iakta iyang idibuat 
idan ditandatangani ioleh ipihak-pihak iyang ibersangkutan. i 

b) Surat iBukan iAkta iAdalah ialat bukti isurat iyang iawalnya itidak idipergunakan 
sebagai pembuktian, inamun ijika idi isuatu ihari ialat ibukti isurat itersebut ibisa 
membuktikan suatu iperkara idi ipengadilan, imaka ialat ibukti isurat itersebut 
bisa idipergunakan sebagai ipembuktian. 

2. Saksi i 

Kesaksian iadalah iseseorang iyang imemberikan iketerangan idi imuka ipersidangan 
mengenai ihal iyang iia ilihat, idengar idan ialami isendiri. iAlat ibukti isaksi iada idua, 
yaitu saksi ibiasa idan isaksi iahli, saksi ibiasa iadalah imemberikan ikesaksian iberdasarkan 
apa yang iia ilihat, idengar idan ialami isendiri, isedangkan isaksi iahli imemberikan 
kesaksian berdasarkan ikeahlian iyang iia imiliki, dalam iPasal i145 iayat i(1) iHIR, iorang 
yang itidak dapat ididdengar isebagai isaksi iadalah:10 

a) Keluarga isedarah idan isemenda; i 
b) Isteri iatu isuami, imeskipun isudah iada iperceraian; i 
c) Anak-anak iyang iumurnya idibawah iumur i15 itahun; i 
d) Orang igila. 

3. Pengakuan i 

Pengakuan iada idua, ipengakuan idi imuka ipersidangan idan idiluar ipersidangan. 
Pengakuan idi imuka ipersidangan iada itiga: i 

                                                           
10 Ari Krisnawati, “Pembuktian Perkara Perdata” (Universitas Udayana, 2015). 
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a) Pertama, ipengakuan iyang isesungguhnya, iartinya itergugat idalam jawabannya 
mengaui isecara isungguh-sungguh iapa iyang itelah idialmi ipenggugat i 

b) Kedua, ipengakuan ikualifikasi, itergugat itidak imengakui isepenuhnya, itetapi 
ada sebagian iyang idibantah ioleh ipenggugat i 

c) Ketiga, ipengakuan iklausula, iapa iyang ididalilkan ipenggugat idiakui itergugat, 
namun disertai iketerangan itambahan. Pengakuan idiluar ipersidangan iharus 
disertai idengan alat ibukti ilain iuntuk ilebih imeyakinkan ihakim. 

4. Persangkaan i 

Persangkaan iadalah ikesimpulan-kesimpulan iyang iditarik ioleh undang-undang 
atau ioleh ihakim idari iperistiwa iyang iterkenaln ikearah iperistiwa iyang tidak iterkenal. 
Persangkaan iundang-undang iadalah ikesimpulan iyang iditarik ioleh undang-undang, 
sedangkan ipersangkaaan ihakim iadalah ikesimpulan-kesimpulan iyang ditarik ioleh 
hakim iberdasarkan iperistiwa-peristiwa itertentu iyang itelah iterungkap melalui ibukti-
bukti iyang idiajukan ipara ipihak. 

5. Sumpah 

Sumpah iadalah iketerangan iyang idiberikan iseseorang idengan imengatasnamakan 
Tuhannya, dalam iHIR iPasal i155, iada itiga isumpah, iantara ilain: i 

a) Pertama, isumpah ipemutus, iadalah iinisiatif iuntuk imengangkat isumpah 
datangnya dari ipihak iberperkara. Syarat iuntuk imengajukan isumph ipemutus 
tidak iharus iada bukti iyang idiajukan iterlebih idahulu. i 

b) Kedua, isumpah ipelengkap, iadalah iinisiatif iuntuk imengangkat isumpah idari 
hakim karena ijabatannya. Syarat isumpah ipemutus iharus iada ibukti 
permulaan, inamun bukti tersebut itidak icukup iuntuk imembuktikan iperistiwa 
iini. i 

c) Ketiga, isumpah ipenaksir, isumpah iini ibiasanya idilakukan ioleh ipenggugat 
dalam ihal menuntut ibesarnya ikerugian iyang idialaminya ikhusus ipada 
perkara iganti irugi. 

Terkhususnya dalam hal informed Consent (Persetujuan itindakan iMedis) iPersetujuan 
dalam ipelayanan imedis ipertama ikali itimbul idi iInggris ipada iabad ike-18 iyaitu ipada 
kasus terjadinya ipembedahan iatau ioperasi iyang idilakukan itanpa ipersetujuan ihak 
orang ilain. Di dalam ihukum iInggris (Common iLaw) idikenal iistilah ibattery iyaitu bahaya 
iyang idisengaja atau iserangan idari iorang ilain iyang imenyentuhnya itanpa ihak. Kasus 
iSlater v. Baker Stapleton (1767) merupakan ikasus ipengadilan ipertama idi idunia tentang 
iinformed consent, dokter ipada iwaktu iitu idivonis ibersalah ikarena itanpa iseijin pasien 
itelah imemisahkan lagi callous dari isuatu ifraksi iyang isebenarnya isudah imulai menyatu 
dan mulai sembuh. Tindakan tersebut idipersalahkan karena disamping idia tidak 
mendapat persetujuan idari pasiennya ijuga imenyalahi standar profesi. Pengadilan 
akhirnya imemutuskan ibersalah terhadap ikasus ibattery itersebut. 

Sampai isekarang, idi idalam ipengadilan imodern imasih imemutuskan idokter 
bertanggung ijawab ijika isuatu iprosedur imedis idilakukan itanpa ipersetujuan iatau ihak 
orang lain iatau ibattery itersebut, dalam iperaturan iyang ilama, iinformasi iyang itidak 
cukup dan salah imengakibatkan ipersetujuan itidak iberlaku idan idokter itidak 

http://u.lipi.go.id/1614499091
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bertanggungjawab iuntuk battery. Namun isaat iini isuatu iprosedur imedis iyang 
dilaksanakan itanpa iinformasi iyang memadai imerupakan isuatu ikesalahan iyang 
terpisah idan idapat idipertanggunjawabkan berdasarkan ikelalaian idan ikealpaan. I 
Dengan idemikian, ipersetujuan iitu isendiri imelindungi ipemberi ipelayanan imedis idari 
tanggungjawab ibattery, isedangkan ipersetujuan itindakan imedis imelindunginya idari 
tanggungjawab iatas ikelalaian idan ikealpaan.11 

Pada ihakikatnya, ipersetujuan iatas idasar iinformasi iatau idikenal idengan iistilah 
Informed iConsent imerupakan ialat iuntuk imemungkinkan ipenentuan inasib isendiri idi 
dalam praktek idokter. Penentuan inasib isendiri iadalah inilai/ isasaran informed consent, 
sedangkan adalah alatnya. Informed Consent iOleh iDuphuis, yang dikutip oleh 
Komalawati12, persyaratan Informed iConsent iadalah isetiap itindakan ibaik iyang bersifat 
diagnostik imaupun terapeutik ipada iasasnya isenantiasa imemerlukan persetujuan pasien 
yang ibersangkutan. Oleh ikarena ipasien ihanya idapat imemberikan persetujuan iriil 
apabila ipasien idapat menyimak isituasi iyang idihadapinya, imaka isatu-satunya iyang 
diperlukan iadalah iinformasi. 

Pengertian itentang iInformed iConsent imenurut iKomalawati isendiri imencakup 
peraturan yang mengatur perilaku dokter idalam iberinteraksi idengan ipasien, idisamping 
merupakan ilandasan ietis iuntuk imenghargai inilai iotonom. Oleh ikarena iitu, igagasan 
dasar Informed Consent adalah keputusan iuntuk iperawatan iatau ipengobatan ididasarkan 
pada kerjasama iantara idokter idan ipasien. Perawatan dan pengobatan tersebut 
merupakan istilah operasional dari kegiatan pemulihan kesehatan dan kegiatan 
penyembuhan ipenyakit, sedangkan iyang idimaksud idengan itindakan iadalah iperilaku 
dokter idalam ikegiatan tersebut. 

Di samping itu, pengertian Informed Consent yang diberikan oleh Departemen 
Kesehatan iadalah: Persetujuan iyang idiberikan ioleh ipasien iatau ikeluarganya iatas dasar 
penjelasan imengenai itindakan imedik iyang idilakukan iterhadap ipasien itersebut. 
Sedangkan iFuady13imengatakan iInformed iConsent iadalah ipersetujuan idari ipihak pasien 
iatau idari ikeluarga ipasien ijika ipasien itidak imungkin imemberikan ipersetujuan secara 
bebas idan ibernalar iatas itindakan iyang iakan idilakukan ioleh idokter iatas tubuhnya 
iatau atas diagnostik, terapeutik idan ipaliatif i(menghilangkan irasa isakit), yang dilakukan 
oleh idokter, persetujuan imana idiberikan ioleh ipasien, isetelah ikepada pasien tersebut 
idiberikan iinformasi yang icukup idengan ibahasa iyang idapat dimengerti ioleh pasien 
(sehingga pasien dapat mengambil ikeputusan iyang itepat) tentang isegala isesuatu yang 
berkenaan dengan tindakan yang dilakukan ioleh idokter tersebut, itermasuk informasi 
tentang maksud idan itujuan diagnose, paliatif dan pengobatan, semua fakta fakta ipenting, 
iresiko-resiko idan iefek samping iataupun ikomplikasi iyang imungkin akan iterjadi, 
ikerugian idan ikeuntungan pengobatan idengan cara tersebut, alternatif lain yang 

                                                           
11 D. Veronica Komalawati, Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1989), h. 108. 
12 Komalawati, Ibid. h. 10. 
13 Munir Fuady, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2005), h. 47-48. 
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itersedia, ibesarnya ibiaya iyang iakan dikeluarkan, persentase ikegagalan, keadaan isetelah 
ipengobatan idan ipengalaman idokter tersebut. 

Informed iConsent ipada idasarnya imerupakan isyarat isubjektif iuntuk iterjadinya 
transaksi iterapeutik idalam ipelayanan ikesehatan iyang ibertumpu ipada idua imacam 
hak asasi sebagai ihak idasar imanusia iyaitu ihak iatas iinformasi idan ihak iuntuk 
menentukan inasibnya sendiri. iDasar idogma iInformed iConsent iyang idikutip iGuwandi14 
dari ipernyataan iBenyamin Cardozo isebagai ikeputusan ilandmark iantara iSchoeldorff 
versus iSociety iof iNew iYork Hospital iantara ilain isebagai iberikut i: iSetiap imanusia 
dewasa iyang iberpikiran isehat iberhak untuk imenentukan iapa iyang ihendak idilakukan 
terhadap itubuhnya isendiri idan iseorang ahli bedah iyang imelakukan isuatu ioperasi 
tanpa iseizing ipasiennya, idapat idianggap itelah melanggar ihukum, idimana iia 
bertanggung ijawab iatas isegala ikerusakan iyang itimbul. 

Consent (persetujuan) merupakan dasar yuridis ipembenaran idilakukannya itindakan 
medis iatau ioperasi, untuk imelakukan itindakan ipembedahan, idokter iakan imelukai 
ipasien dengan ipisau, isehingga ibila ipersetujuan (consent) itidak iada, idokter idapat 
idianggap melakukan ipenganiayaan, ikarena itindakan imedis iyang idilakukannya 
imemenuhi iunsur-unsur iPasal 351. Persetujuan itentang itindakan imedis iyang iakan 
idilakukan ioleh idokter terhadap ipasiennya idapat idisampaikan isecara itegas iatau 
idiam-diam. iSecara itegas idapat disampaikan idengan ikatakata ilangsung ibaik ilisan 
imaupun itulisan. Bentuk iyang ipaling tidak idiragukan iadalah iInformed iConsent isecara 
itertulis, itetapi isecara ilisan ijuga isah ikecuali ada isyarat ihukum itertentu iyang 
imenuntut iInformed iConsent itertulis iuntuk iprosedur tertentu. 

Menurut iKing15, iInformed iConsent idapat idinyatakan isecara ilisan, ibahkan idapat 
dinyatakan idengan isikap imenyerah ipada iprosedur iyang itelah idispesifikasikan. Di 
dalam hukum iperikatan iyang iberlaku idi iIndonesia, iInformed iConsent imerupakan salah 
satu syarat yang harus idipenuhi iagar imasing-masing ipihak idapat imemenuhi kewajiban 
hukumnya sesuai idengan iharkat idan imartabat isebagai isubjek ihukum. 

Sehubungan pernyataan kehendak hokum tersebut, menurut Komalawati16 iInformed 
Consent idari ipasien idapat idilakukan iantara ilain: i 

1) Dengan ibahasa iyang isempurna idan itertulis; i 
2) Dengan ibahasa iyang isempurna isecara ilisan; i 
3) Dengan ibahasa iyang itidak isempurna iasal idapat iditerima ioleh ipihak ilawan; i 
4) Dengan ibahasa iisyarat iasal idapat iditerima ioleh ipihak ilawan; i 
5) Dengan idiam iatau imembisu itetapi iasal idipahami iatau iditerima ioleh ipihak 

lawan. 

Oleh ikarena iitu, ibentuk iInformed iConsent idapat idikategorikan isebagai iberikut:  

1) Dengan ipernyataan (expression), iyaitu idapat isecara ilisan i(oral), idan idapat isecara 
tertulis i(written). i 

                                                           
14 J Guwandi, “Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP : “Perjanjian Terapetik Antara Dokter Dan 

Pasien” (Jakarta, 2006), h. 24. 
15 Komalawati, Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter. Op. Cit. h. 100-111. 
16 Ibid. 
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2) Dianggap idiberikan, tersirat (implied ior itacit iconsent), iyaitu idalam ikeadaan ibiasa 
(normal), idalam ikeadaan igawat idarurat. 

Untuk imenjadi isuatu idoktrin ihukum, iAppelbaum imengatakan ibahwa iInformed 
Consent iharus imemenuhi isyarat, isebagai iberikut: i 

1) Adanya ikewajiban idari idokter iuntuk imenjelaskan iinformasi ikepada ipasien. i 
2) Adanya ikewajiban idari idokter iuntuk imendapatkan iizin iatau ipersetujuan idari 

pasien, isebelum idilaksanakan iperawatan. 

Komponen-komponen iyang iharus iterkandung idalam iInformed iConsent iada i4 
(empat), yaitu:17 i 

1) Pasien iharus imempunyai ikemampuan i(capacity ior iability) iuntuk imengambil 
keputusan. i 

2) Dokter iharus imember iinformasi imengenai itindakan iyang ihendak idilakukan, 
pengetesan iatau iprosedur itermasuk idi idalamnya imanfaat iserta iresiko iyang 
mungkin terjadi. i 

3) Pasien iharus imemahami iinformasi iyang idiberikan. i 
4) Pasien iharus isecara isukarela imemberikan iizinnya itanpa iadanya ipaksaan idan 

tekanan. 

Kemampuan iatau ikompetensi ipasien iuntuk imengambil ikeputusan imerupakan 
isalah satu ikomponen iterpenting idalam iInformed iConsent, iyang iakan imempengaruhi 
itindakan yang akan dilakukan ioleh idokter. Oleh karena iitu idalam imengambil 
ikeputusan ipasien iharus memiliki i3 iunsur ikemampuan iyang iterdiri idari18: 

1) Kemampuan iuntuk imengerti ipilihan-pilihan itersebut. 
2) Kemampuan iuntuk imengerti isegala iakibat iyang imungkin iterjadi ibagi 

pilihannya. i 
3) Kemampuan iuntuk imengadakan ievaluasi iuntung iruginya idari isetiap iakibat idan 

menghubungkannya idengan inilai-nilai idan iprioritas iyang idianutnya.  

Permasalahan iutama iyang iada itentang iInformed iConsent idalam ipelayanan imedis 
dikategorikan ioleh iKing isebagai iberikut:19 

1) Cara iseseorang imenyatakan ipersetujuannya idan ikeabsahannya (validitas) serta 
ruang lingkupnya. i 

2) Kualitas ipersetujuan itersebut, ididasarkan iatas iinformasi iyang ididapat iatau 
tidak. Oleh ikarena iitu iagar ipasien idapat imengambil ikeputusan iyang ibenar-
benar idapat dipertanggungjawabkan, imaka idokter iharus imampu imemberikan 
informasi iyang dapat idimengerti ioleh ipasien iyang ibersangkutan. 

Tentang iseberapa ijauh iinformasi iyang idiwajibkan ioleh ihukum iterhadap idokter 
kepada ipasien ididasarkan iatas i4 imacam istandar:20 

                                                           
17 Guwandi, “Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP : “Perjanjian Terapetik Antara Dokter Dan Pasien.” 

Op. Cit. h. 8 
18 Anny Isfandyarie, 2006, Op.Cit. hlm 131 
19 Komalawati, Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter. Op. Cit. h. 111 
20 Ibid. 

http://u.lipi.go.id/1614499091


  
 
 

 

 
E-ISSN: 2775-619X                                        TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 11 (2022): 1103-1119  

 

1113 
 

1) Standar iprofesional i 
Sering ijuga idisebut idengan istandar idokter iyang ipatut iatau ireasonable physician 
standar. Keterbukaan iinformasi iditentukan ioleh ifaktor idokternya isendiri, idimana 
dokter imenilai iapakah ipemberian iinformasi itersebut isudah isesuai idengan 
profesional kedokteran iatau ibelum. Pemberian iinformasi ipada istandar iini 
dianggap itidak isesuai dengan idoktrin iInformed iConsent iyaitu ipada iapa iyang 
perlu idiketahui ioleh ipasien, bukan ifokus ipada idokternya. i 

2) Standar isubjektif i 
Ukuran istandar iditentukan ioleh ifaktor ipasien iyang ibersangkutan iyaitu isejauh 
mana pasien iyang isedang idiobati imemerlukan iinformasi iuntuk idiketahui idan 
dimengerti, sejauh iitulah iinformasi iharus idiberikan ioleh idokter. 

3) objektif i 
Disebut ijuga istandar imaterial iatau istandar ipasien iyang irasional (reasonable 
patient). Informasi iyang idiberikan ididasari ipada ianggapan ipasien isebagai iorang 
yang rasional idalam iposisi idan ikeadaan ipenyakit iserta ipengobatan iseperti iitu 
sehingga memerlukan iinformasi iagar idia imengetahui idan imengerti iterhadap 
keputusan maupun ipersetujuan iyang idiberikannya isebagai iinformed iconsent. i 

4) Standar icampuran i 
Pendekatan idengan istandar iini idilakukan idengan iberbagai ivariasi iantara ilain: i 
a) Menggunakan istandar iobjektif, itetapi idalam ihal-hal itertentu itetap 

menggunakan isaksi iahli idi ibidang ikedokteran. i 
b) Kewajiban imenggunakan ispecific irisk iprofile, iyang iberisikan iinformasi iresiko 

bagi isetiap iprosedur imedis iditambah idengan ikewajiban imenginformasikan 
detail-detail itertentu isecra ilisan ikepada ipasien. i 

c) Digunakan istandar idimana itidak idiperlukan idisclosure iterhadap iinformasi 
medis iyang idianggap idiketahui iatau imestinya idiketahui ioleh iumumnya 
pasien. i 

d) Menggunakan iasumsi idengan ipembuktian idi ipihak ipasien, ijika idokter itelah 
membuka iinformasi iminimal isebagaimana iterdapat idalam ispesific irisk iprofile. 

Standar/tingkat iketerbukaan iinformasi idalam ikasus-kasus iInformed Consent setara 
dengan standar/tingkat keterbukaan informasi iterhadap kasus-kasus kelalaian melakukan 
diagnosis atau kelalaian ipengobatan. Mengenai iinformasi iyang iharus diberikan ikepada 
pasien adalah isemua iinformasi yang isifatnya imaterial iyang idapat mempengaruhi 
pasien idalam mengambil ikeputusannya, dimana ijenis iinformasi tersebut iakan iberbeda 
dari isatu ikasus ke kasus ilainnya, itetapi pada prinsipnya iterdiri dari iinformasi-informasi 
sebagai iberikut:21 a. Nama ioperasi; ib. iSifat idan hakekat idari ipengobatan; ic. Apa saja 
yang iakan dioperasi; id. Lamanya pengobatan; ie. Perhitungan ibiaya pengobatan; f. 
Pilihan pengobatan lain; g. Kemungkinan ikomplikasi; ih. Kemungkinan iperasaan isakit; i. 
Resiko yang akan terjadi, termasuk resiko jika tidak dilakukan pengobatan; ij. Peringatan 
khusus iterhadap ihal-hal iyang iakan iterjadi isetelah operasi; ik. Keuntungan idari imodel 
pengobatan tersebut; l. Keterbatasan model pengobatan seperti itu; m. Tingkat ikesuksesan 

                                                           
21 Fuady, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter). Op. Cit. 
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operasi; n. Pengalaman idokter itersebut; io. Apa iyang akan idirasakan ioleh ipasien ipasca 
operasi; i 

Jika idibandingkan idengan iUndang-Undang iPraktek iKedokteran iyang imemuat 
tentang ikewajiban idokter imemberikan ipenjelasan iterhadap ipasien isebelum ipasien 
memberikan persetujuannya maka terdapat iperbedaan, dalam iUndang-Undang itersebut 
sekurang-kurangnya iharus imencakup: 1) iDiagnosis idan itata icara itindakan imedis. 2) 
Tujuan itindakan imedis iyang idilakukan. 3) Alternatif itindakan ilain idan iresikonya. 4) 
Resiko dan ikomplikasi iyang imungkin iterjadi. 5) Prognosis iterhadap itindakan iyang 
dilakukan. 

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Persetujuan Medis sebagai Alat 
Bukti pada Putusan 114/Pdt.G/2020/PN Bjm 

Informed Consent imerupakan isuatu ihal iyang imutlak idiperlukan idalam idunia 
kedokteran idan ihukum iyang imodern iseiring idengan iperkembangan iilmu ikedokteran 
dan pengakuan yang lebih ibesar iterhadap iharkat idan imartabat imanusia. Sebab, idalam 
hubungan iantara ipasien iterhadap isuatu iperkembangan idi imana idalam isistem 
kedokteran klasik, ihubungan itersebut ibersifat ipaternalism, iyakni iyang imerupakan 
hubungan ifidusia (fiduciary irelationship), isehingga ipasien idatang ike idokter idalam 
keadaan ipasrah, itanpa terlalu ibanyak itanya ijawab idan ipasien imembebaskan idokter 
melakukan iapa isaja iterhadap tubuh ipasien idengan iharapan ikesembuhan ipasien 
tersebut. iAkan itetapi idi idalam isistem kedokteran imodern, iantara ipasien idan idokter 
terdapat ihubungan iyang ibersifat iotonomi, dengan ipenghormatan iterhadap ihak ipasien 
untuk imenentukan isendiri iterhadap itubuhnya (self idetermination), isehingga ikedudukan 
dokter idengan ipasien isecara ihukum imenjadi setara dan karena iitu idokter iharus 
memberikan informasi yang cukup kepada pasien dan harus mendapatkan ipersetujuan 
dari ipasien ijika idokter imelakukan ipengobatan. iDari isinilah kemudian idalam iilmu 
kedokteran idan iilmu ihukum iberkembang isuatu idoktrin iyang disebut iInformed Consent 
tersebut. 

Disamping iterdapatnya ikewajiban iyang iharus idipenuhi idalam isuatu ipelayanan 
kesehatan yang berupa Informed Consent, terdapat pula perkecualian mengenai kewajiban 
ini, yaitu terhadap suatu keadaan sebagai berikut: 

1) Pasien merupakan pihak yang belum bias mengambil keputusan secara mandiri, 
misalnya anak dibawah umur, maka orang tua atau walinya yang berwenang 
memberikan ipersetujuan iterhadap ianak itersebut. i 

2) Pasien merupakan pihak yang memang tidak bisa memberikan keputusan yang 
rasional. Misalnya iorang igila iatau iterbelakang imental, iyang idalam ihal iini 
persetujuan haruslah diberikan oleh pengampu atau walinya. i 

3) Pihak yang untuk sementara tidak ibisa imemberikan ipersetujuan iseperti iseperti 
pasien idalam iemergensi, itidak isadar idiri idan ilain-lain isementara isanak 
family itidak diketahui iatau isulit idihubungi. i 

4) Therapeutic privilege, yakni jika dokter dapat membuktikan bahwa ia mempunyai 
keyakinan yang ilayak (reasonable belief) bahwa membuka informasi kepada pasien 
akan ilebih imembahayakan ipasien itersebut, imisalnya iinformasi iyang iakan 
menimbulkan iefek ipsikologis iyang itidak ibaik iterhadap ipasien. 

http://u.lipi.go.id/1614499091


  
 
 

 

 
E-ISSN: 2775-619X                                        TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 11 (2022): 1103-1119  

 

1115 
 

Terhadap keadaan-keadaan tersebut terdapat beberapa teori hokum yang 
mendasarinya, antara ilain22: 

1) Teori iKebutuhan i 

Teori ikebutuhan i(ecessity) imengajarkan ibahwa isudah imerupakan ikebutuhan 
manusia untuk idapat imenyelamatkan idiri idari ikematian iatau idari ipenyakitnya, 
karena itu, ijika dalam ikeadaan iemergensi idan itidak imungkin idimintakan ipersetujuan 
dari ipasien (misalnya ikarena ipingsan), idokter imelakukan ipengobatan, itermasuk 
membedah, imaka tindakan idokter itersebut imerupakan ikebutuhan ibagi ipasiennya, 
asalkan ipengobatan tersebut imerupakan itindakan iterbaik ibagi ikepentingan ipasiennya, 
dalam ihal iini, meskipun itidak iada iInformed iConsent, itindakan iyang ibersangkutan 
dapat idibenarkan. Pengertian itindakan iterbaik idiatas idalam iarti iterbaik idalam 
pandangan ipasien, ibukan dalam ipandangan idokter. Oleh ikarena iitu ipertimbangan 
ekonomi, isosial, ibudaya, agama dan ipsikologis isangat iberpengaruh idalam isetiap 
tindakan imedis. Sebagai icontoh idalam kasus iyang iterjadi idi iKanada, iyaitu ikasus iThe 
Jehovah’s iWitness (Malette iv. iShulman, 1990), iseorang idokter imenemukan iseorang 
anggota iJehovah’s iWitness idalam ikecelakaan akibat itabrakan imobil, idimana idalam 
dompetnya iterdapat ikata-kata “no iblood transfusion” isesuai idengan iajaran isekte 
agamanya. Dokter imengetahui ilarangan iitu, tetapi ikarena ikeadaan ipasien isemakin 
parah idan ihanya itransfusi iyang idapat menyelamatkannya, imaka idokter imemutuskan 
untuk imelakukan itransfusi idarah. Setelah sembuh, iternyata ipasien ijustru imenggugat 
dokter itersebut, idan ipengadilan imemvonis bahwa idokter ibersalah ikarena itelah 
melakukan iintervensi iterhadap itubuh ipasien iyang tidak isesuai idengan ikehendak 
pasien. Hanya ipasien iyang iberhak iatas itubuhnya isendiri.  

2) Teori Persetujuan Tersirat i 

Selain dari teori ikebutuhan, iteori ilain iyang idapat imenjustifikasi iketiadaan 
iInformed Consent dalam ikeadaan idarurat iadalah iteori ipersetujuan itersirat. Menurut 
iteori iini, dalam ikeadaan idarurat ihukum imempresumsikan ibahwa iseandainya ipasien 
isadar, pasien akan menyetujui itindakan idokter, ikarena itindakan itersebut iadalah iyang 
iterbaik untuk pasien itu isendiri, ibahkan imungkin iuntuk imenghindari ikematian ipasien 
itersebut. 

3) Teori Zaakwaarneming i 

Teori iini imengajarkan ibahwa ijika iseseorang idengan isukarela i(tanpa idisuruh) 
imengurus orang ilain, ibaik idiketahui iataupun itidak idiketahui ioleh iorang iyang 
ipunya iurusan tersebut, idia iwajib imengurusnya isampai iselesai idan iorang iyang 
iurusannya itelah idiurus wajib ipula imengganti ikerugian idan iongkos-ongkos iyang 
isudah idikeluarkan ioleh pengurus isukarela itersebut, dalam ihukum iInggris idisebut 
ipula iTeori iUndertaking iatau Teori iNegotiorum iGessio idalam ihukum iSkotlandia i 

4) Teori iGood iSamaritan i 

                                                           
22 Ibid. h. 66- 69 

http://u.lipi.go.id/1614499091


  
 
 

 

 
E-ISSN: 2775-619X                                        TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 11 (2022): 1103-1119  

 

1116 
 

Teori iini, iseseorang itidak idapat idipersalahkan ikarena ikelalaian icontributor 
(contributory inegligence) ijika idia imenolong iorang ilain iyang iberada idalam ikeadaan 
bahaya atau idarurat, iasalkan ipertolongan itersebut idiberikan isecara ipatut.23 

Informed Consent dalam Perundang-undangan di Indonesia Ada 3 peraturan 
perundang-undangan iyang imengatur iInformed iConsent iyang idijadikan ibahan irujukan 
untuk landasan ihukum ibagi ipraktek ipelayanan imedis, iyaitu: 1) Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 ayat (1) sampai (6). 2) 
Permenkes RI No. 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelanggaraan Praktek 
Kedokteran. 3) Permenkes RI No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 itentang iPersetujuan Medik. 

Undang-Undang iPraktek iKedokteran ikewajiban imembuat iInformed iConsent 
tertuang idalam iPasal i45 iayat i(1) isampai i(6) iyang iberbunyi i: 

(1) Setiap itindakan ikedokteran iatau ikedokteran igigi iyang iakan idilakukan ioleh 
dokter atau ido ikter igigi iterhadap ipasien iharus imendapat ipersetujuan. i 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat 
penjelasan isecara ilengkap. i 

(3) Penjelasan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(2) isekurang-kurangnya imencakup: 
a) diagnosis dan tata cara tindakan medis; 
b) tujuan tindakan medis yang dilakukan; 
c) alternatif tindakan lain dan risikonya; 
d) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 
e) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. i 

(4) Persetujuan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(2) idapat idiberikan ibaik isecara 
tertulis maupun ilisan. i 

(5) Setiap itindakan ikedokteran iatau ikedokteran igigi iyang imengandung irisiko tinggi 
harus idiberikan idengan ipersetujuan itertulis iyang iditandatangani ioleh iyang 
berhak memberikan ipersetujuan. i 

(6) Ketentuan imengenai itata icara ipersetujuan itindakan ikedokteran iatau ikedokteran 
gigi sebagaimana idimaksud ipada iayat i(1), iayat i(2), iayat i(3), iayat i(4), idan iayat 
(5) diatur dengan iPeraturan iMenteri. 

Dari ipenjelasan iayat (3) disebutkan ibahwa ipenjelasan ihendaknya idiberikan dalam 
Bahasa yang mudah dimengerti karena penjelasan merupakan landasan untuk memberikan 
persetujuan. Selanjutnya persetujuan ilisan dalam ayat (4) iadalah persetujuan iyang 
diberikan dalam ibentuk iucapan isetuju iatau ibentuk igerakan menganggukkan ikepala 
iyang idiartikan sebagai iucapan isetuju, dan iyang idimaksud dengan itindakan imedis 
iberesiko itinggi iadalah tindakan ibedah iatau iinvasif ilainnya. 

Konsenkuensi iHukum iterhadap iKetiadaan iInformed iConsent iDalam ihal itindakan 
dokter itidak imenimbulkan ikerugian iatau iintervensi itubuh ipasien, iketiadaan iInformed 
Consent imungkin itidak iakan imenimbulkan imasalah. Namun ibila idokter imelakukan 
intervensi iterhadap itubuh ipasien isehingga imenimbulkan iluka iatau irasa isakit, 
sehingga pasien mengalami kerugian maka ketiadaan Informed Consent dapat 

                                                           
23 Diah Widi Astuti, “Kedudukan Hukum Rekam Medis Dan Informed Consent Sebagai Alat Bukti 

Dalam Kasus Malpraktek” (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2009). 
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mengakibatkan idokter terkena ituntutan imalpraktek ikarena idianggap imelakukan 
perbuatan imelawan ihukum. Hukum idi iberbagai inegara imenyatakan ibahwa iakibat 
dari iketiadaan iInformed iConsent setara dengan itindakan ikelalaian iatau iketeledoran. 
Namun idalam ibeberapa ihal idisebut ipula setara idengan iperbuatan ikesengajaan, 
sehingga iderajat ikesalahan imenjadi ilebih itinggi. Tindakan imalpraktek iyang idianggap 
setara idengan ikesengajaan iadalah isebagai iberikut: 

1) Pasien isebelumnya imenyatakan itidak isetuju iterhadap itindakan idokter, itetapi 
dokter tetap imelakukan itindakan itersebut. i 

2) Jika dokter dengan sengaja melakukan tindakan misleading tentang resiko dan akibat 
dari tindakan medis yang diambilnya, 

3) Jika dokter dengan sengaja menyembunyikan resiko akibat dari tindakan medis yang 
diambilnya. i 

4) Informed iConsent idiberikan iterhadap iprosedur imedis iyang iberbeda isecara 
isubstantial dengan iyang idilakukan ioleh idokter. 

Mengenai iketiadaan iInformed iConsent idalam isuatu itindakan imedis, ipasien itidak 
begitu isaja idapat imenuntut idokternya ikarena imasih iadanya isyarat ikerugian idari 
pasien dan ihubungan isebab iakibat iyang iditimbulkan iakibat itindakan imedis idan 
kerugian tersebut. Selengkapnya iunsur iyuridis iyang iharus idipenuhi ioleh ipasien dalam 
kasus itidak iadanya Informed iConsent isebagai iberikut: i1) iAdanya ikewajiban idokter 
untuk imendapatkan Informed Consent. i2) iKewajiban itersebut itidak dilaksanakan tanpa 
justifikasi iyuridis. i3) iAdanya kerugian idi ipihak ipasien, i4) iAdanya ihubungan sebab 
akibat iantara iketiadaan iInformed Consent idan ikerugian itersebut. 

Sebagaimana ihubungan isebab iakibat iyang iterjadi ipada iperbuatan imelawan 
hukum pada iumumnya, ipada ituntutan ketiadaan iInformed iConsent ijuga iberlaku 
hubungan sebab akibat iagar ipasien dapat mengajukan gugatan dengan alasan 
malpraktek. Beberapa ihal yang iharus idibuktikan: 

1) Bahwa kerugian iyang ididerita ipasien imerupakan iakibat itindakan imedis yang 
dilakukan idokter iterhadap idirinya. i 

2) Bahwa iseandainya iInformed iConsent idipenuhi, ikemungkinan ipasien iakan 
memilih alternatif ilain iyang ilebih imenguntungkan idirinya. i 

3) Bahwa iseandainya ipasien idiberi ikesempatan iuntuk imenentukan ipilihannya 
dalam tindakan iyang iakan idilakukan ioleh idokter, imaka isecara iobjektif 
siapapun iyang dalam kedudukan isebagai ipasien itersebut iakan imengambil 
tindakan imedis iyang ilain ijika informasi idiberikan idengan icukup ikepada 
pasien i(dari isudut ipandang iobjektif idalam hubungan isebab iakibat) i 

4) Pasien imungkin akan mengambil itindakan imedis ilain ijika iinformasi diberikan 
dengan cukup (dari isudut ipandang istandar isubjektif idari hubungan isebab 
akibat). 

 
4. Kesimpulan 

Penggunaan Persetujuan Medis sebagai Alat Bukti Surat pada iPutusan iNomor 
114/Pdt.G/2020/PN Bjm dapat idilihat iterkhususnya ididalam model pembuktian 
Hukum iAcara Perdata iPenggunaan Persetujuan iMedis isangat iberperan ipenting iuntuk 
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menyelesaikan persoalan isengketa iantara ipasien dan dokter dimana pada iPutusan 
Nomor: 114/Pdt.G/2020/PN Bjm Sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata 
mengenai alat bukti serta Pasal 1867 tentang alat bukti surat ditemukan ibukti iyaitu idalam 
penyampaian iinformasi iyang dilakukan ioleh idokter ikepada ipasien itidak idilakukan 
secara ibaik iserta tidak imenunjukan informed iconsent isehingga imemberikan ikerugian 
materil idan iimmaterial ikepada pasien. Faktor-Faktor iYang iMempengaruhi iPenggunaan 
Persetujuan iMedis iSebagai iAlat iBukti antara ilain: a). Pasien imerupakan ipihak iyang 
belum bisa mengambil keputusan isecara imandiri, imisalnya ianak idibawah iumur, maka 
iorang tua iatau iwalinya iyang iberwenang imemberikan ipersetujuan iterhadap anak 
itersebut; b). Perjanjian Pasien dan Dokter merupakan Perjanjian Terapeutik yang didalam 
Hukum Perdata merupakan Perjanjian Inspaning Verbitenis sebagaimana diatur didalam 
Pasal 1320 KUHPerdata; c). Pihak yang untuk sementara tidak bisa memberikan 
ipersetujuan seperti seperti pasien dalam iemergensi, itidak isadar idiri idan lain-lain 
isementara isanak ifamily itidak idiketahui iatau isulit idihubungi; d). Therapeutic privilege, 
yakni ijika idokter idapat imembuktikan ibahwa iia imempunyai ikeyakinan yang ilayak 
(reasonable belief) bahwa membuka informasi kepada pasien akan lebih membahayakan 
ipasien itersebut, imisalnya iinformasi iyang iakan imenimbulkan iefek psikologis iyang 
itidak ibaik iterhadap ipasien. 
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